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A. Tujuan

Tujuanpedomanini,yaitu

1. Membantu Pimpinan dalam Evaluasi beban kerja sebagai bahan Pertimbangan
dalam Pengambilan Keputusan untuk kebutuhan pegawai;

2. Menjadi Acauan dalam pengajuan Bazetting kebutuhan CPNS.

B. Ruang Lingkup
Tim analisisjabatan di masing-masing PTN terdiriatas:

a. Pengarah, yaitu pemimpin PTN;
b. Penanggung jawab, yaitu wakil rector / pembantu rector / wakil direktur /

pembantu direktur;
c. Ketua, yaitu kepala biro/kepala bagian yang membidangi ketatalaksanaan;
d. Sekretaris, yaitu kepala bagian/kepala subbagian yang membidangi

ketatalaksanaan; dan
e. Anggota terdiri atas pejabat structural dan fungsional.
f. Tim analisis jabatan PTN dikoordinasikan oleh wakil rector /pembantu rektor/

wakil direktur/ pembantu direktur yang membidangi fungs iketatalaksanaan
dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala biro/kepala bagian yang
membidangi ketatalaksanaan.

C. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  Nomor 2 Tahun
2018 tentang Analisis Beban Kerja;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  Nomor 38 Tahun
2018 tentang Nama Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Kemenristekdikti;

3. Peraturan MenteriRiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  Nomor 69 Tahun
2017 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Politeknik;

D. Istilah dan Definisi

1. Analisis beban kerja adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah
waktu, usaha,   dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan
fungsi organisasi.

2. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus
dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.

3. Standar kemampuan rata-rata pegawai atau standar prestasi rata- rata pegawai
adalah standar kemampuan yang menunjukan ukuran energi rata-rata yang
diberikan oleh seorang pegawai untuk memperoleh satu satuan hasil.

4. Perhitungan beban kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan waktu bagi
seorang pegawai yang memenuhi persyaratan (qualified) dalam menyelesaikan
suatu pekerjaan tertentu dengan standar prestasi yang telah ditetapkan.

5. Volume kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus/dapat
diselesaikan dalam waktu satu tahun.

6. Hasil kerja adalah output/produk dari tugas dan fungsi yang dijalankan oleh
pegawai/organisasi setiap tahunnya.
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7. Norma  waktu  adalah  waktu  yang  wajar  dan  nyata-nyata dipergunakan
secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk
menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan.

8. Jam kerja kantor adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Waktu kerja efektif  (menit) adalah jam kerja yang harus dipergunakan  untuk
berproduksi/menjalankant ugas, yaitu jam kerja kantor dikurangi waktu luang.

10. Waktu luang adalah  jam  kerja  yang  diperkenankan  untuk dipergunakan
secara tidak produktif.

11. Unit pelaksana adalah unit organisasi yang secara fungsional mempunyai tugas
dibidang kepegawaian dan organisasi pada setiap unit organisasi eselon.

E. DokumenTerkait
dibutuhkan data-data sebagaiberikut:
 Struktur Organisasi
 Daftar Susunan Jabatan (Struktural & Fungsional)
 Bezetting Pegawai (Kekuatan Pegawai Saat Ini)
 Kebutuhan Pegawai (Hasil dari Analisis Beban Kerja)
 Tugas danFungsi Unit Organisasi

F. CatatanMutu/Record
Dokumen Evaluasi Beban Kerja

G. IndikatorKeberhasilan
Hasil dari Evaluasi beban kerja dapat dipergunakan untuk keperluan sebagai
berikut:
1. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
3. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
5. Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar

susunan pegawai (dsp)atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
6. Menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja

organisasi;
7. Program mutasi pegawai dari unit yang berkelebihan ke unit yang kekurangan;
8. Program promosi pegawai; dan
9. Bahan penyempurnaan program pendidikan dan latihan.

H. UrutanProsedur

a. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Beban kerja di
lingkungan PTN;

b. Memantau pelaksanaan Evaluasi Beban Kerja di lingkungan PTN;
c. Mengolah dan menganalisis hasil Evaluasi Beban kerja di lingkungan PTN;
d. Mempresentasikan hasil Evaluasi Beban kerja di lingkungan PTN; dan
e. Menyampaikan hasil Evaluasi Beban kerja di lingkungan PTN kepada Menteri

melalui Sekretaris Jenderal.
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H. Bagan Alir

NO Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

Tim
Penyusun

Ketua Biro Hukum dan
Organisasi

Output

1 Memfasilitasidan
mengoordinasikan
pelaksanaan
Evaluasi Beban
kerja di
lingkungan PTN

Draf Analis Beban
Kerja

2 Memantau
pelaksanaan
EvaluasiBeban
kerja di
lingkungan PTN

Draf Analis Beban
Kerja

3 Mengolah dan
menganalisis hasil
Evaluasi Beban
kerja di lingkungan
PTN

Draf Analis Beban
Kerja

4 Mempresentasikan
hasil Evaluasi
Beban kerja di
lingkungan PTN

Dokumen Analis
Beban Kerja

5 Menyampaikan
hasil Evaluasi
Beban kerja di
lingkungan PTN
kepada Menteri
melalui Sekretaris
Jenderal

Dokumen Analis
Beban Kerja

I. Lampiran

FORMULIR PENGUKURAN BEBAN KERJA PEGAWAI

Nama Jabatan :

Unit Kerja :

IkhtisarJabatan :
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